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NOMOR I% TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
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PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas 
umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian 
atas berbagai koreksi penempatan kode rekening belanja 

maupun detail belanja, volume dan satuan harga, bahkan 

pergeseran antar belanja pada program dan kegiatan pada 
Dokumen Pelakxsanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 20 19, 

b. bahwa untuk menyelesaikan berbagai hasil koreksi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mendahului 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, perlu diiakukan 
perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah 
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya akan 
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku 
Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD 
Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 11 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 

1645); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lemharan Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun, 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomaor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); · 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan 
Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran 
Negara Tahun 1979 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3137); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua tas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 310); 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
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13.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 
Nomor 63); 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nornor 1 1  Tahun 
2018 ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah 
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun 2018 Nomor 199); 

15.Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 1419 ) ;  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 59 
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU 
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 .  

Pasal 1 

(1) Yang dimaksud dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah adalah 
Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Kedua atas 
Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019. 

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l )  adalah 
Peraturan Bupati Maluku Tengah yang mengakomodir permohonan 

Revisi Organisasi Perangkat Daerah terhadap perbaikan kode 
fl«sit1g bola1js, let.ail belanje, veltres, ltf tctdin hrte motet 

pergeseran belanja antar rekening dan antar kegiatan OPD pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019. 

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  untuk 

dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 2 

(1) elitttel tat1mi#fer1 lttlettrt4 fwclet Ktor Detest«th cletfest: llleluuirls 

setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi 
Perangkat Daerah (DPPA-OPD) ditandatangani dan disahkan oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai Pera tu ran Perun dang- undangan 
yang berlaku; 

(2) Kegiatan-kegiatan yang mendahului Perubahan APBD Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang 

tidak terpisahkan. 
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Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita "rah 

Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 0lo APR-tL 2019 

A(BUPATI MALUKU TENGAH,1 

ABUA 

Diundangkan di M 
pada tanggal 0 2019 

'  

r 
!  

] SEKRETARIS DAERAH ,(f 
. p KABUPATEN MAL.UKU TENOA; 

H--· 
RAKIB SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR U= 


